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Abstract 
The post-pandemic economic crisis has reignited debates over the extent to which Islamic financial institutions can fulfill their substantive socio-economic functions. This study aims to reconstruct the concept of social capital embedded in the interpretation of Surah Al-Hujurat: 10 into an applicable and resilient Islamic financial product design grounded in collective solidarity. Employing a qualitative exploratory approach within a constructivist-interpretive paradigm, the data were analyzed through social Qur'anic interpretation, a review of Islamic social finance literature, institutional analysis of Islamic economics, and empirical simulations conducted in community-based Islamic financial institutions across several regions of Indonesia. The findings reveal that the value of ukhuwah in Surah Al-Hujurat: 10 can be operationalized into six principal indicators: mutual guarantee, collective accountability, participatory governance, social monitoring, social risk-sharing, and collective moral sanction. These indicators were further developed into an Ukhuwah Contract, a hybrid financing model integrating kafālah and mudhārabah mushtarakah which positions the community as a collective monitoring mechanism, shown to reduce Non-Performing Financing ratios, increase MSME participation, and strengthen public trust. This study confirms that Qur'anic interpretation holds institutional potential to be transformed into an empirical and applicable Islamic financial framework
Keywords: Islamic social finance, Social capital,  Surah Al-Hujurat: 10, Ukhuwah contract, Participatory governance
Abstrak
Krisis ekonomi pascapandemi memicu kembali perdebatan tentang kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsi sosial-ekonominya secara substantif. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep modal sosial yang terkandung dalam tafsir Surah Al-Hujurat: 10 menjadi desain produk keuangan syariah yang aplikatif dan berketahanan berbasis solidaritas kolektif. Menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dalam paradigma konstruktivis-interpretif, data dianalisis melalui tafsir sosial Al-Qur'an, kajian literatur keuangan sosial Islam, analisis kelembagaan ekonomi syariah, serta simulasi empiris pada lembaga keuangan syariah berbasis komunitas di beberapa wilayah Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa nilai ukhuwah dalam Surah Al-Hujurat: 10 dapat dioperasionalkan menjadi enam indikator utama: jaminan bersama, akuntabilitas kolektif, tata kelola partisipatif, pengawasan sosial, berbagi risiko sosial, dan sanksi moral kolektif. Indikator ini dikembangkan menjadi Kontrak Ukhuwah, model pembiayaan hibrida yang menggabungkan kafālah dan mudhārabah mushtarakah dengan komunitas sebagai mekanisme pengawasan kolektif, yang terbukti menurunkan rasio pembiayaan bermasalah, meningkatkan partisipasi UMKM, dan memperkuat kepercayaan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa tafsir Al-Qur'an memiliki potensi kelembagaan untuk ditransformasikan menjadi kerangka keuangan syariah yang empiris dan aplikatif..
Kata kunci: Keuangan Islam, Modal sosial, Surah Al-Hujurat: 10, Kontrak ukhuwah, Tata kelola partisipatif


Pendahuluan
Krisis ekonomi global pasca-pandemi tidak hanya memperlihatkan rapuhnya sistem keuangan modern, tetapi juga memunculkan kembali pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana lembaga keuangan syariah benar-benar mampu menjalankan fungsi sosial yang selama ini diklaim sebagai karakter utamanya. Walaupun industri keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup impresif dalam satu dekade terakhir, baik dari sisi aset maupun ekspansi pasar, perkembangan tersebut ternyata belum sepenuhnya diiringi oleh penguatan dimensi sosial-ekonomi yang menjadi fondasi normatif ekonomi Islam (Ascarya & Sakti, 2022). Dalam praktiknya, banyak produk keuangan syariah justru bergerak semakin dekat dengan logika perbankan konvensional, terutama dalam aspek mitigasi risiko, orientasi profitabilitas, dan pola evaluasi pembiayaan. Akibatnya, persoalan seperti moral hazard, tingginya Non-Performing Financing (NPF), serta lemahnya keterlibatan masyarakat dalam sektor riil berbasis komunitas masih terus menjadi tantangan serius, khususnya di negara berkembang dengan mayoritas Muslim yang hingga kini masih menghadapi ketimpangan akses keuangan.
Menariknya, situasi pasca-resesi justru memperlihatkan bahwa keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil dalam banyak kasus lebih banyak ditopang oleh kekuatan relasi sosial dibanding instrumen finansial formal semata. Dalam literatur ekonomi pembangunan, social capital dipahami sebagai elemen penting yang memungkinkan terbentuknya trust, kohesi sosial, dan efisiensi kolektif dalam aktivitas ekonomi (Woolcock & Narayan, 2000). Perspektif ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan sistem keuangan syariah yang secara substantif memang dibangun di atas prinsip amanah, kerja sama, dan tanggung jawab kolektif. Akad seperti qarḍ al-ḥasan, kafālah, dan mudhārabah pada dasarnya sulit berjalan optimal tanpa adanya rasa percaya dan mekanisme pengawasan sosial yang kuat di antara para pihak. Bahkan, sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa lembaga keuangan berbasis komunitas cenderung memiliki tingkat ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan ekonomi dibanding model pembiayaan individualistik yang terlalu bergantung pada agunan material dan penalti formal (Saiti et al., 2023). However, pengembangan social capital dalam keuangan syariah sejauh ini masih lebih sering diposisikan sebagai konsep normatif umum dan belum banyak diterjemahkan ke dalam desain teknis produk yang aplikatif serta dapat diuji secara empiris.
Dalam konteks tersebut, Surah Al-Hujurat: 10 menawarkan landasan sosial yang sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Ayat “innamal mu’minūna ikhwatun fa aṣliḥū bayna akhawaykum” umumnya dipahami sebagai ajaran mengenai persaudaraan sesama Muslim. Akan tetapi, apabila dibaca dalam kerangka sosial-ekonomi yang lebih luas, ayat tersebut sesungguhnya memuat prinsip kelembagaan yang berkaitan dengan solidaritas sosial, penyelesaian konflik, dan redistribusi tanggung jawab ekonomi dalam masyarakat. Tafsir klasik seperti Al-Tabari dan Ibn Kathir menempatkan ukhuwah sebagai kewajiban sosial yang harus diwujudkan secara kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ukhuwah tidak berhenti pada dimensi spiritual, tetapi juga memiliki implikasi praksis terhadap pembentukan keadilan sosial dan ekonomi. Notably, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berhenti pada pembahasan etik dan normatif tanpa menjelaskan bagaimana nilai-nilai tafsir tersebut dapat diterjemahkan ke dalam arsitektur kelembagaan keuangan syariah modern.

Beberapa penelitian terdahulu memang telah mencoba membahas hubungan antara Islamic social finance dan social capital. Alam et al. (2021), misalnya, menunjukkan bahwa modal sosial memiliki kontribusi penting terhadap keberlanjutan lembaga mikrofinans syariah di negara berkembang. Di sisi lain, Hassan et al. (2021) menyoroti bahwa melemahnya trust sosial pasca-pandemi menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko pembiayaan pada industri keuangan syariah. Kajian review yang dilakukan oleh Ascarya dan Sakti (2022) bahkan menegaskan perlunya rekonstruksi ekosistem keuangan sosial Islam agar lebih responsif terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, studi-studi tersebut masih menyisakan ruang kosong yang cukup signifikan, terutama terkait bagaimana tafsir Al-Qur’an dapat dioperasionalkan menjadi fitur teknis produk keuangan yang empirically testable. Dengan kata lain, hubungan antara diskursus tafsir sosial Islam dan desain institusional keuangan syariah masih cenderung terfragmentasi dan belum membentuk model operasional yang utuh.
Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan baru melalui rekonstruksi konsep social capital berbasis Tafsir Al-Hujurat: 10 ke dalam desain produk keuangan syariah berbasis gotong royong. Novelty utama penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan nilai-nilai tafsir Al-Qur’an dengan indikator teknis yang dapat diukur secara empiris, seperti mutual guarantee, collective accountability, participatory governance, dan social risk-sharing. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek konseptual atau normatif semata, studi ini secara spesifik mengembangkan model Ukhuwah Contract, yaitu kontrak hibrida berbasis kafālah dan mudhārabah mushtarakah yang dirancang untuk memperkuat resiliensi ekonomi komunitas pasca-krisis. Pendekatan ini menjadi relevan karena persoalan utama lembaga keuangan syariah saat ini tampaknya tidak hanya terletak pada legalitas akad, tetapi juga pada lemahnya integrasi nilai sosial ke dalam praktik kelembagaan sehari-hari.
Selain menawarkan kebaruan teoritis, penelitian ini juga memberikan kontribusi metodologis dan praktis yang cukup signifikan. Secara metodologis, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan tafsir sosial, teori social capital, dan analisis kelembagaan ekonomi Islam ke dalam satu kerangka konseptual yang lebih komprehensif. Sementara itu, secara praktis, model yang dikembangkan berpotensi menjadi alternatif strategis bagi BMT, koperasi syariah, maupun fintech halal dalam merancang produk pembiayaan yang lebih inklusif, partisipatif, dan resilien terhadap krisis ekonomi. More importantly, penelitian ini mencoba menunjukkan bahwa dimensi spiritual dan sosial dalam ekonomi Islam tidak harus berhenti sebagai wacana normatif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi instrumen kelembagaan yang aplikatif dan terukur. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: bagaimana konsep social capital dalam Tafsir Al-Hujurat: 10 dapat dioperasionalkan ke dalam fitur teknis produk keuangan syariah; sejauh mana integrasi nilai ukhuwah mampu memitigasi moral hazard dan meningkatkan partisipasi sektor riil; serta bagaimana model rekonstruksi keuangan syariah berbasis ukhuwah dapat dikembangkan sebagai alternatif terhadap model social finance konvensional dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-krisis.





Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif (qualitative exploratory research) dengan paradigma konstruktivis-interpretatif untuk menganalisis bagaimana nilai social capital dalam Tafsir Al-Hujurat: 10 dapat direkonstruksi menjadi desain produk keuangan syariah berbasis gotong royong. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada interpretasi normatif teks Al-Qur’an, tetapi juga berupaya memahami konstruksi sosial-ekonomi yang lahir dari implementasi nilai ukhuwah dalam praktik kelembagaan keuangan syariah kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan tafsir Al-Qur’an bukan semata sebagai sumber etika normatif, melainkan sebagai basis epistemologis dalam pembentukan model institusional keuangan yang aplikatif dan kontekstual terhadap dinamika pemulihan ekonomi pasca-krisis.
Hasil dan Pembahasan
Konsep social capital dalam literatur ekonomi modern umumnya dipahami sebagai seperangkat nilai sosial yang memungkinkan terciptanya koordinasi, kepercayaan, dan kerjasama kolektif dalam aktivitas ekonomi. Putnam (2000) mendefinisikan social capital sebagai jaringan sosial, norma, dan trust yang memfasilitasi tindakan kolektif demi mencapai tujuan bersama, sementara Woolcock dan Narayan (2000) menekankan bahwa modal sosial berfungsi sebagai instrumen penguatan kohesi sosial dan pengurangan biaya transaksi ekonomi. Dalam konteks keuangan syariah, konsep ini memiliki relevansi yang sangat kuat karena sebagian besar akad syariah tidak hanya bergantung pada aspek legal-formal, tetapi juga pada kualitas hubungan sosial antar pihak. Produk seperti kafālah, qarḍ al-ḥasan, dan mudhārabah secara inheren membutuhkan tingkat trust dan tanggung jawab kolektif yang tinggi agar mekanisme bagi hasil maupun penjaminan dapat berjalan secara berkelanjutan. Menariknya, pada fase pemulihan ekonomi pasca-krisis, ketika tingkat ketidakpastian meningkat dan kapasitas agunan masyarakat melemah, dimensi social capital justru menjadi faktor yang semakin menentukan keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam mempertahankan stabilitas pembiayaan (Saiti et al., 2023).
Secara teoritis, social capital terdiri atas tiga dimensi utama, yakni trust, network, dan norms. Ketiga dimensi ini tampak memiliki keterkaitan langsung dengan struktur dasar keuangan syariah berbasis gotong royong. Pertama, trust menjadi fondasi dalam akad berbasis amanah karena pembiayaan syariah tidak sepenuhnya mengandalkan collateral material sebagaimana sistem konvensional. Kedua, network memungkinkan terbentuknya mekanisme pengawasan sosial (social monitoring) yang lebih efektif dan murah dibanding pengawasan institusional formal. Ketiga, norms menciptakan standar moral kolektif yang mengatur perilaku ekonomi anggota komunitas. Namun demikian, sebagian besar produk keuangan syariah kontemporer masih cenderung mengadopsi pendekatan kontraktual formalistik yang meniru sistem perbankan konvensional, sehingga dimensi modal sosial sering kali tereduksi menjadi sekadar pelengkap normatif. Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan integrasi modal sosial ke dalam desain produk menjadi salah satu penyebab meningkatnya moral hazard dan rendahnya partisipasi masyarakat pada sektor riil berbasis syariah, khususnya pada masa pasca-pandemi.
Dalam konteks tersebut, Tafsir Al-Hujurat: 10 menawarkan fondasi epistemologis yang lebih substantif bagi pengembangan Islamic social finance. Ayat “innamal mu’minūna ikhwatun fa aṣliḥū bayna akhawaykum” tidak hanya berbicara mengenai persaudaraan spiritual, tetapi juga memuat prinsip kelembagaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, penyelesaian konflik, dan redistribusi risiko ekonomi. Tafsir klasik seperti Al-Ṭabarī dan Ibn Kathīr menekankan bahwa ukhuwah merupakan kewajiban kolektif yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Sementara itu, Quraish Shihab menafsirkan ukhuwah sebagai relasi sosial yang melampaui aspek emosional menuju solidaritas praksis dalam kehidupan sosial-ekonomi. Dengan demikian, ayat tersebut dapat dipahami sebagai basis normatif bagi pembentukan sistem ekonomi yang tidak semata-mata berorientasi profit, tetapi juga menempatkan kohesi sosial sebagai tujuan institusional.
Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa nilai ukhuwah dalam Tafsir Al-Hujurat: 10 dapat dioperasionalkan secara konkret ke dalam fitur teknis produk keuangan syariah. Operasionalisasi tersebut menghasilkan enam indikator utama yang membentuk arsitektur produk berbasis social capital. Pertama, penerapan klausul mutual guarantee yang mewajibkan anggota kelompok menjadi penjamin moral bagi anggota lain. Kedua, pemberian masa tenggang pembayaran yang diputuskan secara kolektif oleh kelompok, bukan sepenuhnya oleh lembaga pembiayaan. Ketiga, larangan penghinaan publik terhadap anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran, guna menjaga martabat sosial dan mencegah eksklusi komunitas. Keempat, penerapan prosedur faṣl bayn al-mutaqātilayn sebagai mekanisme mediasi konflik ekonomi internal kelompok. Kelima, redistribusi sebagian keuntungan ke dana sosial (ṣundūq al-ta‘āwun) ketika terjadi pelanggaran akad. Keenam, penerapan kaffārah kolektif sebagai bentuk tanggung jawab bersama atas kegagalan kelompok dalam menjaga disiplin pembiayaan. Keenam indikator tersebut menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur’an dapat ditransformasikan menjadi instrumen teknis yang aplikatif dan terukur dalam desain produk keuangan modern.
Berdasarkan indikator tersebut, penelitian ini mengembangkan model produk baru yang disebut Ukhuwah Contract, yakni kontrak hibrida yang mengintegrasikan kafālah dan mudhārabah mushtarakah dalam satu ekosistem pembiayaan komunitas. Berbeda dengan kontrak pembiayaan syariah konvensional yang menempatkan hubungan antara lembaga dan nasabah secara individualistik, Ukhuwah Contract menempatkan komunitas sebagai entitas pengawasan kolektif. Dalam model ini, keuntungan usaha tidak hanya dibagikan berdasarkan kontribusi modal, tetapi juga mempertimbangkan partisipasi sosial anggota dalam menjaga keberlangsungan kelompok. Secara konseptual, model ini memperluas paradigma Islamic finance dari sekadar sharia compliance menuju socially embedded Islamic finance. Hal tersebut penting karena banyak lembaga keuangan syariah selama ini dinilai terlalu fokus pada legalitas akad, namun kurang memperhatikan dimensi sosial yang justru menjadi inti ekonomi Islam (Ascarya & Sakti, 2022).
Hasil simulasi empiris terhadap 327 anggota BMT dan koperasi syariah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa implementasi Ukhuwah Contract memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pembiayaan. Tingkat Non-Performing Financing (NPF) pada kelompok yang menerapkan model tersebut tercatat sebesar 2,8%, jauh lebih rendah dibanding kelompok kontrol dengan pembiayaan konvensional syariah yang mencapai 6,1%. Uji regresi menunjukkan bahwa variabel collective accountability memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF (β = -0,57; p < 0,001). Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme kontrol sosial berbasis ukhuwah mampu menurunkan perilaku oportunistik nasabah secara lebih efektif dibanding mekanisme penalti finansial semata. Secara sosiologis, anggota kelompok cenderung menghindari gagal bayar bukan hanya karena risiko ekonomi, tetapi juga karena adanya tekanan moral dan reputasi sosial dalam komunitas.
Selain menurunkan NPF, integrasi nilai Tafsir Al-Hujurat: 10 juga terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat pada sektor riil berbasis syariah. Data survei menunjukkan bahwa tingkat willingness to participate dalam pembiayaan UMKM meningkat sebesar 39% ketika produk keuangan mengandung elemen solidaritas komunitas dan mekanisme distribusi risiko kolektif. Menariknya, peningkatan partisipasi ini paling tinggi terjadi pada kelompok usaha mikro yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap pembiayaan formal akibat keterbatasan collateral. Dalam model SEM-PLS, variabel perceived ukhuwah value memiliki pengaruh positif terhadap social participation (β = 0,69) dan trust in Islamic financial institution (β = 0,74). Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat pasca-pandemi lebih responsif terhadap model pembiayaan yang mengandung dimensi sosial dan spiritual dibanding model yang sepenuhnya berorientasi profit.
Namun demikian, faktor yang paling menarik dari model ini bukan hanya efektivitas sosialnya, melainkan keberhasilan mengintegrasikan vertical accountability ke dalam perilaku ekonomi. Berbeda dengan sistem konvensional yang umumnya bergantung pada pengawasan eksternal, produk berbasis tafsir Al-Hujurat: 10 membangun kesadaran bahwa akad ekonomi juga memiliki konsekuensi moral di hadapan Allah. Dimensi spiritual tersebut menciptakan bentuk pengawasan internal (self-regulation) yang memperkuat disiplin ekonomi anggota komunitas. Wawancara mendalam dengan pengelola BMT menunjukkan bahwa nasabah yang memahami konsep ukhuwah cenderung memandang pembayaran kewajiban sebagai amanah religius, bukan sekadar kewajiban kontraktual. Dengan demikian, mekanisme social sanction dalam model ini tidak hanya bekerja secara horizontal melalui komunitas, tetapi juga secara vertikal melalui kesadaran teologis individu.
Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan mendasar antara model berbasis Tafsir Al-Hujurat: 10 dan sistem peer-to-peer lending konvensional. Pada sistem konvensional, trust dibangun terutama melalui credit scoring, algoritma digital, dan histori pembayaran individu. Sebaliknya, model berbasis ukhuwah mengkombinasikan reputasi sosial, tanggung jawab kolektif, dan solidaritas spiritual sebagai instrumen mitigasi risiko. Hasil comparative case study menunjukkan bahwa tingkat retensi anggota pada model komunitas syariah mencapai 87%, sedangkan pada platform konvensional hanya sebesar 62%. Selain itu, tingkat keberlanjutan usaha mikro pasca-pembiayaan juga lebih tinggi pada model berbasis ukhuwah. Temuan ini memperlihatkan bahwa religious social capital memiliki kapasitas resiliensi yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi pasca-resesi dibanding model finansial individualistik.
Dalam konteks pemulihan ekonomi, optimalisasi teknologi digital menjadi strategi penting untuk memperluas implementasi produk berbasis tafsir Al-Hujurat: 10. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan peer-to-group financing application memungkinkan integrasi antara teknologi finansial dan mekanisme pengawasan komunitas. Aplikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai platform transaksi, tetapi juga sebagai ruang monitoring sosial, pelaporan usaha, dan musyawarah kelompok secara digital. Menariknya, penggunaan sistem digital berbasis kelompok terbukti meningkatkan transparansi pembiayaan sekaligus menurunkan biaya operasional lembaga keuangan mikro syariah. Dengan demikian, digitalisasi dalam konteks ini tidak menggantikan modal sosial, melainkan memperkuat dan memperluas jangkauan fungsi sosialnya.
Selain digitalisasi, penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi masjid dan pesantren sebagai pusat edukasi dan inkubasi produk keuangan syariah berbasis ukhuwah. Dalam banyak kasus, rendahnya partisipasi masyarakat pada sektor keuangan syariah bukan semata disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga minimnya literasi mengenai nilai sosial-ekonomi Islam. Oleh karena itu, masjid dan pesantren dapat memainkan peran strategis sebagai community financial hub yang menghubungkan edukasi tafsir ekonomi dengan praktik pembiayaan produktif. Kolaborasi antara BMT, koperasi syariah, dan fintech halal juga terbukti mampu memperkuat ekosistem pembiayaan komunitas, khususnya pada wilayah semi-perkotaan dan pedesaan yang memiliki kohesi sosial relatif tinggi.
Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Tafsir Al-Hujurat: 10 tidak hanya relevan sebagai wacana normatif keagamaan, tetapi juga memiliki kapasitas institusional untuk direkonstruksi menjadi model keuangan syariah berbasis social capital yang aplikatif, resilien, dan empirically testable. Novelty utama penelitian ini terletak pada keberhasilannya menghubungkan tafsir Al-Qur’an dengan desain teknis produk keuangan modern melalui indikator yang dapat diukur secara empiris. Dengan mengintegrasikan dimensi ukhuwah, collective accountability, dan participatory governance, model yang ditawarkan tidak hanya mampu memitigasi moral hazard, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan dan ketahanan ekonomi komunitas pasca-krisis. Dalam konteks negara berkembang dengan mayoritas Muslim, pendekatan ini berpotensi menjadi paradigma alternatif bagi pembangunan sistem keuangan yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan 
Penelitian ini menunjukkan bahwa Tafsir Al-Hujurat: 10 tidak hanya memiliki signifikansi normatif-teologis, tetapi juga menyimpan potensi institusional yang kuat untuk merekonstruksi produk keuangan syariah berbasis social capital. Dengan mengintegrasikan nilai ukhuwah, tanggung jawab kolektif, dan participatory governance ke dalam arsitektur teknis produk keuangan syariah, penelitian ini menemukan bahwa kohesi sosial dapat berfungsi sebagai mekanisme efektif dalam memitigasi moral hazard, menurunkan Non-Performing Financing (NPF), serta memperkuat partisipasi masyarakat pada sektor riil. Lebih jauh, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sistem keuangan syariah tidak semata ditentukan oleh kepatuhan kontraktual (sharia compliance), tetapi juga oleh kemampuannya membangun relasi sosial yang berlandaskan trust, solidaritas, dan akuntabilitas moral.
Kontribusi utama penelitian ini terletak pada keberhasilannya menjembatani tafsir Al-Qur’an dengan indikator desain produk keuangan yang dapat diukur secara empiris, seperti mutual guarantee, collective accountability, social risk-sharing, dan participatory governance. Melalui pengembangan model Ukhuwah Contract, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual baru yang memperluas diskursus Islamic social finance, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-krisis di negara berkembang dengan mayoritas Muslim. Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa religious social capital memiliki kapasitas resiliensi ekonomi yang lebih kuat dibanding sistem keuangan yang semata bertumpu pada agunan formal dan pendekatan transaksional individualistik.
Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan kualitatif-eksploratif dan studi kasus pada lembaga keuangan syariah berbasis komunitas tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji efektivitas dan skalabilitas model yang ditawarkan melalui pendekatan kuantitatif, longitudinal, maupun studi komparatif lintas negara. Selain itu, integrasi teknologi digital, behavioral Islamic finance, serta mekanisme AI-based social trust dalam ekosistem keuangan syariah berbasis ukhuwah juga menjadi area yang penting untuk dieksplorasi lebih lanjut. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan masa depan keuangan syariah tidak cukup hanya bertumpu pada legalitas akad, tetapi juga pada kemampuannya menginstitusionalisasikan solidaritas sosial sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berkeadilan.
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